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Pelanggaran SVLK dan Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan 
Alam Dan Lahan Gambut 

 
 

A. Latar Belakang 

Penebangan liar di Indonesia mencapai puncaknya pasca turunnya presiden 

Soeharto dan era reformasi dimulai. Krisis ekonomi dan ketidakpastian hukum 

setelah peralihan kekuasaan dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah orang yang 

memiliki pengaruh untuk mengeksploitasi sumber daya hutan, terutama kayu-kayu 

tropis yang memiliki nilai komersial tinggi. Pada masa tindak penebangan liar 

mencapai puncak, tingkat kehilangan hutan alam tertinggi terjadi di Indonesia, yaitu 

sekitar 2 juta Ha (FWI/GFW, 2001) dan berdasarkan studi yang dilakukan CIFOR 

pada tahun 2004, diperkirakan sekitar 80% kayu Indonesia berasal dari sumber 

ilegal. 

 

Maraknya penebangan liar di Indonesia merupakan salah satu penyebab rusaknya 

kondisi hutan dan telah menimbulkan kerugian yang luar biasa. Studi Indonesia 

Corruption Watch (ICW) selama kurun waktu 2004-2010 menyatakan bahwa, 

kerugian negara akibat pembalakan liar di Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. 

Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari 

sektor Pajak Bumi dan Bangunan serta sejumah perijinan dan royalti. Kerugian ini 

belum termasuk kehilangan sumber daya alam hayati dan kerugian yang disebabkan 

oleh bencana alam yang dipicu rusaknya hutan. Rusaknya hutan juga berdampak 

langsung terhadap hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat yang hidup 

di dalam dan sekitar hutan serta memicu terjadinya konflik sosial. 

 

Upaya pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, 

serta perwujudan good forest governance, salah satunya dengan menerapkan Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).  Sistem ini dikembangkan melalui proses multi 

stakeholder yang diharapkan sebagai pendekatan bertahap (stepwish approach) 

menuju pengelolaan hutan secara lestari serta memberikan jaminan atas legalitas 

sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di pasar dalam negeri maupun 

pasar internasional. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan (voluntary 

partnership agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa karena digunakan sebagai 

sistem jaminan bagi legalitas kayu. Di bawah sistem ini, semua produk yang 

tercakup dalam perjanjian tersebut harus memiliki lisensi legal agar dapat 

memasuki pasar Uni Eropa.  
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Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan 

dikeluarkannya Permenhut No P.38/Menhut-II/2009, dan mulai menerapkannya 

pada bulan September 2010.  Kepatuhan terhadap SVLK bersifat wajib (mandatory) 

bagi seluruh perusahaan di bidang kehutanan.  Sampai dengan September 2015, 

setidaknya terdapat sebanyak 1.957 sertifikat yang telah diterbitkan oleh lembaga 

sertifikasi (Tabel 1).  Total jumlah sertifikat tersebut diyakini belum mencakup 

seluruh pemilik izin. Sampai saat ini masih ada pemilik izin yang beroperasi tanpa 

memiliki sertifikat legalitas kayu. 

 

Tabel 1. Jumlah Pemilik Izin di Bidang Kehutanan dan Kepemilikan Sertifikat SVLK 

sampai September 2015 

 

Unit Management Jumlah (unit) Sertifikat PHPL Sertifikat LK 

IUPHHK-HT 338 69 73 

IUPHHK-HA 332 155 62 

IUPHHK-RE 9 1 - 

IUPHHK (tidak 
diketahui jenisnya) 

- 20 17 

IPK - - 17 

Industri - - 1.525 

ETPIK Non Produsen - - 18 

Sumber: Data IUPHHK-HT, HA, RE dari Buku basis spasial kehutanan, November 2014. Data 

kepemilikan sertifikat hasil kompilasi JPIK September 2015 dari berbagai sumber 

 

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap SVLK, kemudian Jaringan Pemantau 

Independen Kehutanan (JPIK), Forest Watch Indonesia (FWI) dan mitra kerjanya di 

daerah, melakukan pemantauan terhadap 2 (dua) perusahaan hutan tanaman 

industri (HTI/IUPHHK-HT) yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (S-PHPL), yaitu PT. Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara dan PT. 

Adindo Hutani Lestari di Kalimantan Utara.  Selain itu penelusuran juga dilakukan 

terhadap perusahaan HPH/IUPHHK-HA yang belum memiliki sertifikat, yaitu PT. 

Mohtra Agung Persada di Maluku Utara.  Termasuk industri-industri kayu yang 

diduga kuat menampung kayu-kayu yang bersumber dari perusahaan PT. Mohtra 

Agung Persada dan perusahaan-perusahaan IPK yang masih dipertanyakan legalitas 

hukumnya. 

 

 

B. Pelanggaran Terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 

 

B.1.  Pelanggaran di Tingkat Hulu (konsesi) 

 

Berdasarkan temuan lapangan, masih ditemukan sejumlah pelanggaran oleh 

perusahaan yang telah memiliki sertifikat.  Masih terjadi konflik tenurial karena 
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tidak adanya proses sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam hal permintaan 

persetujuan masyarakat adat (free prior and informed consent) masih menjadi 

masalah besar.  PT. Toba Pulp Lestari telah melakukan penebangan hutan kemenyan 

yang merupakan hutan adat, dimana sebelumnya telah ada kesepakatan pengelolaan 

bersama antara perusahaan dengan masyarakat (Lampiran Gambar 1).  Situasi ini 

semakin diperparah dengan belum adanya kepastian kepemilikan kawasan hutan 

karena belum selesainya proses tata batas dan pengukuhan kawasan.  Temuan 

lapangan lainnya adalah praktik-praktik penebangan pada kawasan yang dilindungi, 

seperti sempadan sungai dan jalur hijau (Lampiran Gambar 2).   Sedangkan temuan 

lapangan terkait kinerja PT. Adindo Hutani Lestari adalah penebangan hutan alam 

dan perusakan lahan gambut (Lampiran Gambar 3).    

 

Informasi pada Tabel 2 di bawah merupakan temuan-temuan lapangan yang 

memperlihatkan ketidakpatuhan terhadap SVLK yang dilakukan oleh 2 perusahaan 

HTI tersebut. 

 

Tabel 2. Temuan Lapangan atas Ketidakpatuhan Dua Perusahaan HTI terhadap 

SVLK 

 

PT. Toba Pulp Lestari1 PT. Adindo Hutani Lestari2 

Indikator (1.1) Kepastian Kawasan 
Pemegagang IUPHHK-HTI terutama terkait 
dengan Verifier (1.1.3) Pengakuan para 
pihak atas eksistensi areal IUPHHK 
kawasan hutan (BATB). *Terdapat Konflik 
tata batas dengan masyarakat adat dan 
pengakuan tata batas secara sepihak serta 
belum adanya upaya untuk penyelasaian 
dari pemegang izin IUPHHK-HTI PT Toba 
Pulp Lestari. 

Indikator (3.1) Keberadaan, kemantapan 
dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap 
tipe hutan. *Terdapat pembukaan lahan 
pada gambut dalam 
 

 

indikator (4.1) Kejelasan deliniasi kawasan 
operasional perusahaan/pemegang izin 
dengan kawasan masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarkat setempat, terkait 
dengan Verifier (4.1.2) Tersedia mekanisme 
pembuatan batas/rekonstruksi batas 
kawasan secara partisipatif dan 
penyelasaian konflik batas kawasan. * Tidak 
ada upaya pentaaan batas secara 
partisipatif yang melibatkan masyarakat 
adat pada areal kerja. 

Indikator (3.2) Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan. *Terdapat tumpang 
tindih antara konsesi dengan lahan 
masyarakat dan tumpang tindih antar 
konsesi yang mengakibatkan tidak jelasnya 
pengamanan hutan yang dilakukan 

 

                                                           
1 Perusahaan HTI PT. Toba Pulp Lestari memiliki sertifikat SVLK/Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(PHPL) yang diterbitkan oleh PT Ayamaru Sertifikasi 
2 Perusahaan HTI PT. Adindo Hutani Lestari telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari (PHPL) dari PT. Sarbi International Certification pada tangal 21 Oktober 2013 yang berlaku 
hingga 20 Oktober 2018. Berdasarkan penilaian kinerja PHPL, PT Adindo Hutani Lestari mendapatkan 
nilai akhir kinerja PHPL “Baik” dengan total kinerja indikator mencapai 91%.  
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Indikator (1.5) Persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa paksaan 
(PADIATAPA), terkait dengan Verifier 
(1.5.1) Persetujuan rencana penebangan 
melalui peningkatan pemahaman, 
keterlibatan, pencatatan proses dan 
diseminasi isi kandungannya. *Tidak ada 
sosialisasi dan konsultasi menyeluruh 
dalam permintaan persetujuan masyarakat 
adat yang memiliki kepentingan langsung 
atas lahan yang akan dimanfaatkan. 

Indikator (3.3) Pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap tanah dan air 
akibat pengusahaan hutan. *Terdapat 
pengrusakan sempadan sungai yang 
mengakibatkan menurunnya kualitas air. 
 

Indikator (4.1) Kejelasan deliniasi kawasan 
operasional perusahaan dengan kawasan 
masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, terkait dengan 
Verifier (4.1.4) Terdapat batas yang 
memisahkan secara tegas antara 
kawasan/areal kerja unit manajamen 
dengan kawasan kehidupan masyarakat * 
Penebangan hutan-hutan adat berupa hutan 
kemenyan, dimana sebelumnya telah ada 
kesepakatan antara pemegang izin dengan 
masyarakat adat. 

Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan 
operasional perusahaan / pemegang izin 
dengan kawasan masyarakat hukum adat 
dan atau masyarakat setempat. *Tidak 
ditemukan tanda batas antara konsesi 
dengan lahan masyarakat 
 

indikator (2.5) Realisasi penebangan sesuai 
dengan rencana kerja 
penebangan/pemanenan/pemanfaatanpada 
areal kerjanya, terkait dengan Verifier 
(2.5.2) Kesesuaian peta kerja dalam rencana 
jangka pendek dengan rencana jangka 
panjang. * Terdapat upaya IUIPHHK-HTI PT 
Toba Pulp Lestari untuk melakukan 
perluasan kawasan dengan melakukan 
penebangan pada kawasan lindung 
(sempadan sungai dan jalur hijau). 

 

 

 

PT. Mohtra Agung Persada, merupakan perusahaan HPH/IUPHHK-HA yang aktif 
beroperasi (Lampiran Gambar 4) tetapi tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. 
Namun demikian, perusahaan ini diindikasi telah melakukan pelanggaran, berupa 
penebangan di luar konsesi, pengiriman kayu tanpa sertifikat, maupun penggelapan 
laporan hasil produksi. 

Pada periode Januari sampai dengan September 2015, perusahaan ini telah 

melakukan pengiriman kayu bulat dengan tujuan Sulawesi Selatan dan Jawa Timur3.  

Salah satu industri kayu sebagai penerima kayu bulat dari PT. Mohtra Agung 

Persada adalah PT. Panca Usaha Palopo Plywood yang berlokasi di Kabupaten Luwu, 

di Provinsi Sulawesi Selatan.  Walaupun sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, 

data Kementerian Kehutanan menunjukkan tidak ada produksi kayu bulat berasal 

dari Maluku Utara. 
                                                           
3 Pengamatan lapangan dan wawancara berbagai sumber, JPIK-FWI 2015 
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Informasi yang diperoleh dari kunjungan lapangan bahwa pengiriman kayu bulat 

melalui kapal juga dilakukan oleh perusahaan yang diindikasikan tidak memiliki izin 

pemanfaatan kayu (IPK), yaitu Tani Padedele dan Tani Dote, dua perusahaan yang 

beroperasi di sekitar konsesi PT Mohtra Agung Persada. Berdasarkan data 

Sahbandar dan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSB), kayu jenis Meranti dan 

Rimba Campuran tersebut diangkut dengan tujuan Kabupaten Luwu di Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Gresik di Provinsi Jawa Timur (Tabel 3 dan Lampiran Gambar 

5).   

      Tabel 3. Data Angkut Kayu Bulat dari Konsesi PT. Mohtra Agung Persada 
 

Jenis Kapal Jenis Kayu Jumlah 
(Batang) 

Volume 
(M3) 

Pelabuhan Tujuan Tanggal Penerbitan 

TB. Nelly 11 
TK. Nelly 26 

Kel. Meranti 
Kel. Campuran 

418 
473 

1.570,14 
1.767,54 

Desa Barowa, Kec. Bua, 
Luwu, Sulsel 

09 Mei 2015 

TB. Puma KJ 
TK. Puma 99 

Kel. Meranti 
Kel. Campuran 

349 
500 

1.271,54 
1.848,57 

Gresik 6 Januari 2015 

TB. Puma 33 
TK. Puma 66 

Kel. Meranti 
Kel. Campuran 
Kel. Merbau 

336 
382 
83 

1.087,93 
1.210.97 
2.614,57 

Gresik 30 Juni 2015 

Sumber: Data Olahan dari Sahbandar, 2015 

 

Selain itu, pengiriman kayu juga dilakukan oleh perusahaan lain yang diindikasikan 

diperoleh dari PT. Mohtra Agung Persada dengan tujuan wilayah Buru, Kuala 

Kapuas, Palopo, Surabaya, Gresik, Banda Luwu, Tidore, Lampung, dan Tanjung Priok.  

Menggunakan perantara perusahan-perusahan IPK (dipertanyakan legalitasnya) 

seperti ini, diduga kuat menjadi modus PT. Mohtra Agung Persada dalam memanen 

dan menjual kayu di wilayah Halmahera Tengah.  

 

 

B.2. Pelanggaran Rantai Pasokan Kayu di Tingkat Hilir (Industri Kayu) 

 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang pengelolaan 

hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu, mewajibkan seluruh industri 

pengolahan kayu menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber yang 

bersertifikat, peraturan ini berlaku efektif sejak Januari 2015. Berdasarkan temuan 

lapangan dan analisis dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditemukan industri PT. Panca 

Usaha Palopo (PT. PUP) mengkonsumsi kayu yang berasal dari PT. Mohtra Agung 

Persada yang belum memiliki sertifikat SVLK. 

 

PT.  Panca Usaha Palopo merupakan industri kayu yang memiliki Sertifikat Legalitas 

Kayu (S-LK) dari PT. Mutu Agung Lestari, dengan nomor sertifikat LVLK-

003/MUTU/LK-031.  PT. PUP kemudian menyalurkan sebagian kayunya, dan salah 

satu pemasoknya adalah PT. Mohtra Agung Persada, kepada industri-industri kayu 

yang berada di Jawa Tengah.  Tabel 4 di bawah menjelaskan industri-industri kayu 
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yang menerima kayu yang masih dipertanyakan keabsahan sumber bahan bakunya. 

Ataupun industri-industri kayu yang menerima kayu dari industri yang salah satu 

pemasoknya merupakan perusahan yang belum memiliki sertifikat. 

 

Tabel 4. Rantai Peredaran Bahan Baku Kayu yang Belum Dapat Dipastikan 

Legalitasnya 

 

No Nama Industri 
Asal Bahan 

Baku 
Jumlah (M3) 

Nama dan No. 
Sertifikasi 

1. PT Panca Usaha Palopo  PT Mohtra 
Agung Persada 

10.155,11 PT Mutu Agung 
Lestari, LVLK-
003/MUTU/LK-031 

2. PT Sekawan Sahabat Sejati PT Panca Usaha 
Palopo 

21,34 PT BRIK Quality 
Service, BRIK-VLK-
0120 

3. PT Wana Makmur Sejahtera PT Panca Usaha 
Palopo 

320.07 PT Mutu Agung 
Lestari, LVLK-
003/MUTU/LK-045 

4. PT Pundi Indo Kayu Industri PT Panca Usaha 
Palopo 

0 PT Mutu Hijau 
Indonesia, 
0027/MHI-VLK 

Sumber: RPBBI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, status realisasi sampai 

dengan November 2015 

 

 

C. Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam, Lahan Gambut dan 

Konflik Lahan  

 

Indonesia merupakan produsen pulp dan kertas terbesar ketiga di dunia, dan berada 

diperingkat pertama di Asean. Untuk pemenuhan bahan baku industri pulp dan 

kertas, Indonesia telah membangun sekitar 10 juta hektar hutan tanaman industri 

yang dikelola oleh 338 konsesi.4 Konsesi tersebut dikuasai oleh dua grup raksasa 

industri pulp dan kertas salah satunya APRIL. 

 

Dalam operasinya, APRIL telah berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan 

di seluruh areal kerja perusahaan dengan menerapkan praktik-praktik terbaik 

dalam bidang sosial, lingkungan dan ekonomi seperti yang terdapat dalam filosofi 

bisnis perusahaan yaitu apapun yang perusahaan lakukan harus “Baik bagi Negara, 

Baik bagi Masyarakat dan Baik bagi Perusahaan.”  

 

Presiden Direktur PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) yang juga Managing 

Director APRIL Indonesia Tony Wenas mengatakan dengan SFMP 2.0, APRIL grup 

menyetop pemanenan kayu yang bukan berasal dari tanaman sejak 15 Mei 2015. 

APRIL grup juga memastikan seluruh rantai pasok bahan bakunya bebas dari 

                                                           
4 Buku Basis Spasial Kehutanan, November 2014 
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deforestasi serta menambah penilaian Stok Karbon Tinggi untuk memperkuat upaya 

konservasi yang dilakukan. Penguatan SFMP juga memastikan APRIL grup akan 

meningkatkan pengelolaan gambut, dan lebih transparan dengan prinsip 

PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan) dalam menjalankan 

kemitraan dengan masyarakat.5 

 

Sayangnya temuan lapangan hasil pemantuan JPIK, FWI dan mitra kerjanya, bahwa 

PT. Adindo Hutani Lestari yang merupakan anak perusahaan RAPP, sampai saat ini 

masih melakukan aktifitas perusakan lahan gambut, bahkan ada sebagian yang 

merupakan wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter.  PT. Adindo juga 

masih ditemukan melakukan penebangan hutan alam (Tabel 5) untuk memenuhi 

kebutuhan pasokan bahan baku industri pulp dan kertas.  Temuan-temuan ini dapat 

dikatakan sebuah bentuk pengingkaran dari komitmen mereka untuk menjalankan 

kebijakan internal SFMP dan hanya menjadi pencitraan agar produknya laris dipasar 

dunia. 

 

Tabel 5. Penggunaan kayu dari hutan alam oleh RAPP bulan September – November 

2015 

No Sumber Bahan Baku 
September 

(M3) 
Oktober 

(M3) 
November 

(M3) 

LC Penyiapan Lahan HTI  

1. 
PT. Adindo Hutani lestari 
(Kaltara) 

1.075.469,36 1.202.257,02 1.321.014.75 

2. 
PT. Riau Andalan Pulp and 
Paper (Kab. Kep Meranti, 
Riau) 

171.630,98 171.630,98 171.630,98 

3. 
PT. Riau Andalan Pulp and 
Paper (Kab. Pelalawan, 
Riau) 

3.421,97 3.421,97 3.421,97 

Sumber: RPBBI Kementerian LHK, status laporan terakhir bulan November 2015 

 

Sementara itu, PT Toba Pulp Lestari yang masih mempunyai hubungan dengan 

APRIL grup, sampai saat ini masih menyisakan konflik sosial dan memicu terjadinya 

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Kondisi ini sebagai akibat tidak berjalannya 

proses Padiatapa/FPIC. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat setempat 

dan sejumlah organisasi masyarakat sipil, bahkan telah menjadi salah satu agenda di 

dalam Inquiry Nasional Komnas HAM.  

 

 

D. Rekomendasi 

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, Forest Watch Indonesia (FWI) dan 

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendesak kepada pihak: 

                                                           
5http://industri.bisnis.com/read/20150606/99/440929/wwf-kawal-komitmen-deforestasi-april 



Lembar Fakta|2015 

 

1. Pemerintah harus segera melakukan pengawasan dan penegakan hukum 

terhadap perusahaan yang melanggar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, 

menghentikan aktivitas konversi hutan alam dan lahan gambut, membuat 

kebijakan pelarangan penggunaan bahan baku kayu dari hutan alam untuk 

industri pulp, menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan yang secara nyata 

menimbulkan maraknya konflik dan memfasilitasi penyelesaian konflik yang 

terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. 

2. Lembaga Sertifikasi sesegera mungkin melakukan audit khusus/audit tiba-tiba 

kepada perusahaan yang memiliki sertifikat legalitas kayu yang menggunakan 

bahan baku yang tidak jelas legalitasnya dan terhadap perusahaan yang 

melanggar standart, kriteria dan indikator penilaian. 

3. APRIL harus patuh terhadap ketentuan SVLK dan menunjukan keseriusannya 

dalam menjalankan kebijakan internal mereka untuk melakukan perlindungan 

hutan alam, dengan menghentikan konversi dan penggunaan kayu hutan alam, 

melakukan perlindungan terhadap lahan gambut dan melakukan renegosiasi 

ulang dengan masyarakat yang berada didalam dan sekitar konsesi dengan 

mengacu pada prinsip dasar Padiatapa/FPIC. 
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Lampiran Gambar:  

 

Gambar 1. Penebangan Hutan Kemenyan Milik Masyarakat Adat Pandumuan Sipituhuta 

oleh PT. Toba Pulp Lestari 

 

 
Gambar 2. Perusakan Sempadan dan Badan Sungai di Sekitar Konsesi PT. Toba Pulp 

Lestari  
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Gambar 3. Perusakan lahan gambut di Konsesi PT. Adindo Hutani Lestari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) PT. Mohtra Agung Persada 
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Lampiran Gambar 4: Peta Tutupan Hutan tahun 2013 pada area konsesi PT. Mohtra 
Agung Persada 
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Lampiran: Laporan Pemantauan  

PT Toba Pulp Lestari 

 
 

1. Gambaran umum PT Toba Pulp Lestari 

PT Toba Pulp Lestari Tbk didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal 

Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta 

No. 329 tanggal 26 April 1983 dari Misahardi Wilamarta, SH, notaris di Jakarta. Akta 

pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-5130.HT01-01 TH.83 tanggal 26 Juli 1983, 

serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 

1984, Tambahan No. 1176. Status Perusahaan selanjutnya berubah menjadi Penanaman 

Modal Asing dan telah mendapat persetujuan dengan Surat Pemberitahuan Tentang 

Keputusan Presiden RI No. 07/V/1990 tanggal 11 Mei 1990 dari Ketua Badan 

Koordinasi Penanaman Modal. 

 

Sehubungan dengan perubahan status tersebut diatas, nilai nominal saham Perusahaan 

juga diubah dari Rp 500 ribu per lembar menjadi Rp 1 ribu per lembar. Perubahan 

tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dalam surat keputusannya No.C2-2652.HT. 01.04.TH.90 tanggal 12 Mei 1990. 

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan mengenai perubahan nama perusahaan dari PT 

Inti Indorayon Utama Tbk menjadi PT Toba Pulp Lestari Tbk dan penurunan modal 

dasar dari Rp 2.000.000.000 menjadi Rp 1.688.307.072 dicatat dalam akta No. 61 

tanggal 20 Pebruari 2001 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman 
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Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-06519.HT.01.04.TH.2001 tanggal 

23 Agustus 2001.  

 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan 

adalah mendirikan dan menjalankan industri bubur kertas (pulp) dan serat rayon 

(viscose rayon), mendirikan, menjalankan, dan mengadakan pembangunan hutan 

tanaman industri dan industri lainnya untuk mendukung bahan baku dari industri 

tersebut, serta mendirikan dan memproduksi semua macam barang yang terbuat dari 

bahan-bahan tersebut, serta memasarkan hasil-hasil industri tersebut. Perusahaan 

mulai berproduksi secara komersial pada tanggal 1 April 1989. Saat ini Perusahaan 

hanya memproduksi bubur kertas (pulp) dan hasil produksi Perusahaan dipasarkan di 

dalam dan di luar negeri.6 

 

Jenis dan kapasitas industri PT Toba Pulp Lestari meliputi: serpih kayu (wood chips) 

kapasitas produksi 873.180 ton per tahun, bubur kertas (pulp) 2 jenis –KBLI 21011: 

165.000 ton per tahun, angkutan –KBLI 60120: 165.000 ton per tahun, gudang –KBLI 

45229: 16.000 m³ per tahun. Pembelian kayu bulat untuk produksi serpih kayu 

kapasitas produksi 873.180 ton per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer 

Hasil Hutan Kayu dari Menteri Kehutanan No.89/MenhutII/BPPHH/2012 pembaharuan 

dari Menteri Negara penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 627/T/Industri/1995 dan industri bubur kertas 21011: 165.000 ton per 

tahun, dengan lokasi industri di Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten 

Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara 22834 – Indonesia. Dari laporan program dan 

keuangan PT Toba Pulp Lestari tahun 2014 disebutkan bahwa kepemilikan saham 

perusahaan ini terdiri dari: 

o Pinnacle Company Limited  = 89.61%  

o UoB Kay Hian Pte Ltd  = 5.67% 

o Masyarakat    = 4.72% 

 

Dalam rangka memenuhi sumber bahan baku industri PT Toba Pulp Lestari memiliki 

konsesi hutan tanaman industri (HTI) seluas 269.060 Ha yang tersebar di blok Tele 

seluas 68.339 ha yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten 

Samosir, blok Aek Raja seluas 46.081 ha yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah 

dan Kabupaten Toba Samosir, blok Habinsaran seluas 24.304 ha yang berada di 

Kabupaten Toba Samosir, blok Aek nauli seluas 20.426 ha yang berada di Kabupaten 

Simalungun, blok Padang Sidimpuan seluas 28.903 ha yang berada di Kabupaten 

Padangsidimpuan. Perusahaan HTI PT Toba Pulp Lestari memiliki sertifikat 

SVLK/Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang diterbitkan oleh PT Ayamaru 

Sertifikasi. 

 

                                                           
6 Annual Report PT TPL Tahun 2015 
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Meskipun Industri dan HTI PT Toba Pulp Lestari memiliki sertifikat SVLK, namun 

sertifikasi tersebut tidak secara penuh menjamin tidak adanya aktivitas illegal yang 

dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan analisis dan informasi dari berbagai 

sumber, masih ditemukan aktivitas yang menyebabkan terjadinya konversi hutan alam, 

konflik sosial dan tenurial, serta menurunnya daya dukung lahan dan kualitas air yang 

disebabkan oleh ekspansi industri dan HTI PT Toba Pulp Lestari. 

 

2. Hasil Pantauan 

Berdasarkan hasil kajian dan pemantauan lapangan, PT Toba Pulp Lestari memilki 

permasalahan: 

 

a. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 

Dalam rangka memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), PT Toba Pulp 

Lestari memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan 

predikat baik. Namun demikian, bukti kepemilikan sertifikat tersebut tidak secara 

otomatis menunjukan tidak adanya masalah dalam hal pengelolaannya. Sejumlah 

pelanggaran yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari yang berkaitan dengan 

indikator dan verifier penilaian bedasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak dan 

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 

 

Berdasarkan temuan lapangan, PT Toba Pulp Lestari masih memiliki persoalan 

terkait tidak adanya sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam permintaan 

persetujuan masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung atas lahan yang 

akan dimanfaatkan. Selain itu, Kepastian status areal pemegang IUPHHK-HTI 

terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan sebagai 

jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas sebagai salah 

satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal 

IUPHHK- HT baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi 

terkait tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak ada kejelasan mengenai Pal 

batas yang menjelaskan areal tersebut telah disepakati bersama, terutama dengan 

masyarakat. 

 

PT Toba Pulp Lestari juga melakukan penebangan hutan kemenyan yang merupakan 

hutan yang diklaim sebagai hutan adat, dimana sebelumnya telah ada kesepakatan 

pengelolaan bersama antara PT Toba Pulp Lestari dengan masyarakat. Pelanggaran 

lain yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari adalah pengrusakan hutan alam, yang 

ditunjukan dengan adanya PT Toba Pulp Lestari melakukan perluasan kawasan 

dengan melakukan penebangan pada kawasan lindung (sempadan sungai dan jalur 

hijau). 
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Tabel 1. Temuan Ketidaksesuaian dalam Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

No Temuan 
Keterkaitan item keluhan 
dengan indikator/verifier 

Hasil Penilaian/Penilikan yang 
telah dilakukan sblm keluhan 

a Konflik tata batas 
dengan masyarakat adat 
dan pengakuan tata 
batas secara sepihak 
serta belum adanya 
upaya untuk 
penyelasaian dari 
pemegang izin IUPHHK-
HTI PT Toba Pulp 
Lestari. 

Keluhan (a) terkait dengan 
indikator (1.1) Kepastian 
Kawasan Pemegagang IUPHHK-
HTI terutama terkait dengan 
Verifier (1.1.3) Pengakuan para 
pihak atas eksistensi areal 
IUPHHK kawasan hutan (BATB). 

Hasil penilaian verfier (1.1.3) baik,. 
Tidak ada konflik terkait dengan 
batas areal kerja khususnya 
pemegang izin lain.  hasil 
penilikan nilai verifier ini tetap 
baik. 
 

b Tidak ada upaya 
pentaaan batas secara 
partisipatif yang 
melibatkan masyarakat 
adat pada areal kerja. 

Keluhan (b) terkait dengan 
indikator (4.1) Kejelasan deliniasi 
kawasan operasional 
perusahaan/pemegang izin 
dengan kawasan masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarkat 
setempat, terkait dengan Verifier 
(4.1.2) Tersedia mekanisme 
pembuatan batas/rekonstruksi 
batas kawasan secara partisipatif 
dan penyelasaian konflik batas 
kawasan. 

 

Hasil penilaian verfier (4.1.2) 
sedang. Telah memiliki mekanisme 
penataa batas partisipatif dan 
penyelasaian konflik  hasil 
penilikan nilai verifier ini tetap 
sedang. 
 

 

c Tidak ada sosialisasi dan 
konsultasi menyeluruh 
dalam permintaan 
persetujuan masyarakat 
adat yang memiliki 
kepentingan langsung 
atas lahan yang akan 
dimanfaatkan. 

Keluhan (c) terkait dengan 
indikator (1.5) Persetujuan atas 
dasar informasi awal tanpa 
paksaan (PADIATAPA), terkait 
dengan Verifier (1.5.1) 
Persetujuan rencana penebangan 
melalui peningkatan pemahaman, 
keterlibatan, pencatatan proses 
dan diseminasi isi kandungannya. 

Hasil penilaian verfier (1.5.1) baik. 
PT Toba Pulp Lestari akan 
melakukan konsultasi dan meminta 
persetujuan kepada masyarakat 
yang memiliki kepentingan 
langsung atas lahan yang akan 
dimanfaatkan hasil penilikan nilai 
verifier ini tetap baik. 

d Penebangan hutan-
hutan adat berupa hutan 
kemenyan, dimana 
sebelumnya telah ada 
kesepakatan antara 
pemegang izin dengan 
masyarakat adat. 

Keluhan (d) terkait dengan 
indikator (4.1) Kejelasan deliniasi 
kawasan operasional perusahaan 
dengan kawasan masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, terkait dengan Verifier 
(4.1.4) Terdapat batas yang 
memisahkan secara tegas antara 
kawasan/areal kerja unit 
manajamen dengan kawasan 
kehidupan masyarakat 

Hasil penilaian verfier (4.1.4) 
sedang. IUPHHK telah memiliki 
dokumen tentang pola penguasaan 
dan pemanfaatan SDH.  hasil 
penilikan nilai verifier ini tetap 
sedang. 

f Terdapat upaya 
IUIPHHK-HTI PT Toba 
Pulp Lestari untuk 
melakukan perluasan 
kawasan dengan 
melakukan penebangan 
pada kawasan lindung 
(sempadan sungai dan 
jalur hijau). 

Keluhan ini terkait dengan 
indikator (2.5) Realisasi 
penebangan sesuai dengan 
rencana kerja 
penebangan/pemanenan/pemanf
aatanpada areal kerjanya, terkait 
dengan Verifier (2.5.2) 
Kesesuaian peta kerja dalam 
rencana jangka pendek dengan 
rencana jangka panjang. 

Hasil penilaian verfier (2.5) baik. 
Perusahaan memiliki peta kerja 
yang menggambarkan areal yang 
boleh 
ditebang/dipanen/dimanfaatkan/di
taman tetapi tidak disahkan oleh 
pejabat yang berwenang  hasil 
penilikan nilai verifier ini tetap 
sedang. 
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Gambar 2. Pengrusakan sungah dan sempadan sungai 

 

b. Konflik Tenurial 

Monitoring dan Kajian konflik dilakukan di lima desa, antara lain Desa Pandumaan 

dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, 

Sumatera Utara; Desa Naga Tonga dan Dusun Naga Hulambu, Kenegerian Pondok 

Bulu, Kabupaten Simalungun; dan Lumban Naiang, Desa Aek Lung, Kecamatan 

Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Masyarakat adat di lima desa ini 

dipilih menjadi lokasi monitoring dan investigasi karena beberapa alasan, antara 

lain: 

o Tanah adat masyarakat adat yang berada di lima desa ini masuk dalam wilayah 

konsesi PT TPL yang mewakili Sektor Tele dan Sektor Aek Nauli. 

o Penduduk di lima desa ini juga merupakan penerima dampak langsung ekspansi 

perusahaan ini, khususnya terkait dengan akses terhadap tanah dan sumber 

daya alam. 

o Selain di Desa Naga Tonga, Dusun Naga Hulambu, Desa Pandumaan, Desa 

Sipituhuta dan Desa Aek Lung terdapat perlawanan komunitas masyarakat adat 

terhadap pihak perusahaan terkait dengan saling klaim kepemilikan tanah.7 

 

Sejak awal tahun 2007, konflik antara masyarakat adat yang tinggal di sekitar areal 

konsesi TPL sudah mulai muncul. Perlawanan muncul dari Kelompok Petani 

Kemenyan yang ada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. 

                                                           
7 Monitoring dan kajian dampak ekspansi HTI PT Toba Pulp Lestari, KSPPM dan FWI 2015 
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Kecamatan Pollung dikenal sebagai daerah penghasil kemenyan di Humbang 

Hasundutan, dimana sebagian besar penduduknya merupakan petani kemenyan. 

Kehadiran PT TPL yang menebangi hutan kemenyan yang mereka klaim sebagai 

tanah adat tersebut menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup mereka. 

Menyikapi protes masyarakat tersebut, PT TPL difasilitasi pemerintah melakukan 

negosiasi dengan masyarakat, di mana dalam negosiasi tersebut pengurus kelompok 

petani kemenyan tersebut menerima uang sebesar Rp.110 juta yang disebut dengan 

pasipisang na tonggi.8 Pemberian sejumlah uang ini berhasil menghentikan 

sementara protes dari Kelompok Petani Kemenyan Kecamatan Pollung.9 

 

Pada Juni 2009, protes kembali muncul dari kelompok petani kemenyan di Desa 

Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Penduduk di dua desa ini terdiri dari beberapa 

marga, seperti LumbangaoL, Lumbanbatu, Nainggolan, Sinambela, Sihite, 

Pandiangan dan beberapa marga lainnya yang berada dalam satu wilayah adat yang 

sama. Masyarakat di dua desa ini bersama-sama melakukan perlawanan terhadap 

ekspansi PT TPL di tombak haminjon10mereka. Sejak Juni 2009 sampai dengan saat 

ini11 konflik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT TPL masih terus 

berlanjut. Kedua belah pihak sama-sama membuat klaim atas tombak haminjon 

seluas 5.172 hektar tersebut.  

 

Klaim masyarakat adat berangkat dari keyakinan mereka bahwa tanah tersebut 

merupakan tanah adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak dulu sampai 

saat ini. Di mana sampai dengan saat ini keberadaan mereka di sana diperkirakan sudah 

mencapai 200-300 tahun, sekitar 13-16 generasi dilihat dari silsilah yang mereka 

tuliskan kembali.12 Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Badan Arkeologi Medan yang 

dipimpin oleh Ketut Wiradyana dan Bucas P Koestoro yang dilakukan pada 7-9 Pebruari 

2013. Hasil penelitian Balai Arkeologi ini kembali menegaskan bahwa dari beberapa 

sampel perkampungan yang diteliti, seperti parik dan patung Pangulubalang yang ada 

di Desa Pandumaan merupakan bukti perkampungan tua. 

                                                           
8 Membeli pisang yang manis, dalam masyarakat Batak istilah ini biasanya digunakan sebagai penghiburan ketika seseorang 
baru mengalami kedukaan atau kepahitan. Tidak bisa disejajarkan dengan ganti rugi. 
9 Silalahi, Delima, Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi dan Hak-Hak Adat, 
Studi di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Tesis , 2015. 
10 Hutan Kemenyan 
11 Oktober 2015/waktu studi lapangan 
12 Sejarah Masyarakat Adat Pandumaan Dan Sipituhuta yang disusun KSPPM tahun 2010. 
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Gambar 1. Kayu alam yang berasal dari hutan adat, dibakar oleh masyarakat karena 

konflik lahan 

 

Konflik yang terjadi akibat ekspansi hutan tanaman industri PT Toba Pulp Lestari, tidak 

hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan, tetapi konflik juga terjadi antar 

masyarakat dan menimbulkan ancaman terhadap hilangnya sumber penghidupan. 

Beberapa konflik yang terjadi diantaranya:  

 

o Berkurangnya sumber mata pencaharian atau hilangnya akses terhadap sumber 

kehidupan. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat di Desa Pandumaan, Desa 

Sipituhuta, Desa Aek Lung, Dusun Naga Hulambu dan juga Desa Naga Tonga-tonga. 

Penebangan sekitar 400 hektar hutan kemenyan di wilayah adat Pandumaan-

Sipituhuta pada tahun 2009 membuat sebagian dari anggota masyarakat adat 

kehilangan sumber mata pencaharian. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu 

masyarakat, bahwa wilayah adat mereka, sekitar 5.172 hektar yang diklaim pihak 

TPL sebagai areal konsesinya (meskipun yang dihancurkan pihak TPL masih sekitar 

400 hektar), namun dampaknya sudah sangat dirasakan oleh petani kemenyan di 

sana. Karena tombak-tombak13 yang ada di sekitar mereka sudah terlebih dahulu 

ditebangi dan diganti dengan tanaman eukaliptus. 

                                                           
13 Sebutan lokal untuk Hutan 
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Sebagaimana pemahaman dan pengalaman masyarakat lokal, bahwa pohon 

kemenyan hanya bisa mengasilkan getah jika dikelilingi atau tumbuh bersama-sama 

dengan pohon-pohon alam lainnya. Namun sejak penebangan kayu-kayu alam yang 

dilakukan TPL, getah kemenyan tidak lagi menghasilkan getah seperti lima-sepuluh 

tahun yang lalu. Kemenyan merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk, 

untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan juga 

biaya adat. Sekitar 5-10 tahun lalu, mereka masih bisa menyimpan kemenyan di 

rumah untuk tabungan biaya sekolah, biaya adat, dan juga biaya Natal dan Tahun 

Baru. Biasanya mereka menjual kemenyan tabungan tersebut pada bulan Juni-Juli, 

dan bulan Desember. Dan ada kalanya dijual sewaktu-waktu untuk kebutuhan 

mendadak. 

 

o Konflik horizontal yang ditandai dengan adanya upaya-upaya memecah belah 

kesatuan masyarakat sudah dilakukan. Diawali dengan pemberian materi, berupa 

uang dan iming-iming pekerjaan kepada beberapa warga. Beberapa warga sempat 

memperoleh sejumlah uang dari pihak perusahaan karena dibujuk dan ditakut-

takuti oleh pihak perusahaan dengan mengatakan, bahwa menerima atau tidak 

menerima uang tersebut hutan kemenyan mereka akan tetap ditebang. Akibatnya, 

ada beberapa warga yang menerima, sehingga sempat ada saling curiga di tengah 

masyarakat. Untungnya, penyelesaian konflik yang timbul di desa itu masih 

menekankan pada penyelesaian secara adat, sehingga lewat pendekatan adat pihak-

pihak yang menerima uang mengakui kesalahannya dan bersaksi bahwa mereka 

ditipu oleh pihak perusahaan.  

 

Akibat ekspansi PT TPL di Tombak Haminjon milik masyarakat adat Pandumaan 

dan Sipituhuta, juga menimbulkan potensi konflik horizontal di Desa Sipituhuta. 

Khususnya antara Dusun I atau yang dikenal dengan Dusun Marade dengan Dusun II 

dan Dusun III. Ada sekitar 15 KK di Dusun Marade yang bermitra dengan PT TPL 

hingga saat ini. Konflik pernah memanas di bulan Maret 2013 yang lalu, karena 

masyarakat yang di Dusun Marade menyerahkan tanah untuk pembangunan jalan 

PT TPL di lokasi Tombak Sitangi, masih bagian dari wilayah adat Pandumaan-

Sipituhuta. Ketika itu, mereka mengatakan bahwa lokasi tersebut merupakan bagian 

kepemilikan mereka sehingga mereka bebas bermitra dengan siapa pun, dan 

pembangunan jalan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat agar lebih 

mudah mengambil kemenyan ke kebun mereka. Namun masyarakat adat lainnya 

mengatakan, bahwa sesuai dengan aturan adat yang berlaku di dua desa tersebut, 

maka tidak ada satu kelompok manapun yang memiliki hak menjual atau 

memberikan tanah adat kepada pihak manapun di luar anggota masyarakat adat 

Pandumaan dan Sipituhuta.  

 

o Kriminalisasi warga dan hilangnya rasa aman akibat konflik berkepanjangan antara 

masyarakat adat di areal konsesi PT TPL dengan pihak perusahaan seringkali 

menimbulkan ketegangan-ketegangan antara kedua belah pihak. Aksi massa yang 
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dilakukan seringkali berujung pada kriminalisasi warga. Di Pandumaan dan 

Sipituhuta, sejak Juni 2009, kriminalisasi terhadap warga terjadi dua kali, yakni di 

bulan Juni 2009, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sampai saat ini proses 

hukum terhadap yang delapan orang tidak jelas. Setiap kali ada konflik, polisi selalu 

mengatakan kepada kedelapan warga ini, bahwa mereka masih berstatus DPO 

(Daftar Pencarian Orang). Penangkapan terhadap warga juga dilakukan pada 26 

Pebruari 2013. Ada 31 warga yang ditangkap pada saat itu, 16 orang di antaranya 

ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan di Mapolda Sumatera Utara di 

Medan. Atas desakan warga, 16 warga tersebut dibebaskan, dan proses hukumnya 

tidak dilanjutkan.  

Selain kriminalisasi, masyarakat adat Pandumaaan dan Sipituhuta, khususnya kaum 

ibu dan anak sempat mengalami trauma akibat proses penangkapan dan 

penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ke desa. Aksi sweeping polisi 

di tombak dan ke desa setiap kali ada bentrok dengan pihak perusahaan membuat 

anak-anak dan perempuan mengalami ketakutan. Seperti aksi penangkapan dan 

penggeledahan ke rumah-rumah yang dilakukan polisi pada dinihari, 26 Pebruari 

2013. Aksi penggeledahan tersebut bahkan diiringi suara-suara tembakan. Aksi 

penggeledahan juga dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemukulan terhadap 

kaum perempuan dan lanjut usia. Rumah-rumah yang diduga tempat 

persembunyian para tokoh gerakan masyarakat adat juga dirusak.  

 

Intimidasi dan kriminalisasi juga dialami masyarakat adat turunan Ama Raja 

Medang Simamora. Suddung Simamora, pada tahun 2010, ditangkap oleh Polsek 

Doloksanggul atas laporan pihak TPL dengan delik aduan melakukan perusakan 

terhadap pohon eukaliptus. Pihak Polsek Doloksanggul langsung menanggapi 

laporan tersebut dan menahan Suddung Simamora. Selama 3 hari ditahan, akhirnya 

dilepas atas desakan masyarakat adat turunan Ama Raja Medang Simamora yang 

melakukan aksi demonstrasi. 

 

Di samping itu, pihak perusahaan juga membakar pondok-pondok yang ada di lahan 

masyarakat (Tombak Sitakkubak). Laporan masyarakat kepada pihak kepolisian 

tidak pernah ditanggapi. Kriminalisasi juga dialami Jahotman Nainggolan, warga 

Naga Hulambu. Dia dituduh melakukan tindakan penyerangan dan melakukan 

perbuatan tidak menyenangkan terhadap karyawan TPL. Dia divonis 3 bulan dan 

satu minggu penjara oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Kriminalisasi terjadi ketika 

masyarakat adat Nagahulambu melakukan aksi, akhir tahun 2013, di lokasi yang 

sedang disengketakan. Ratusan warga mengusir para pekerja TPL yang sedang 

menanami eukaliptus di tanah adat mereka. Di persidangan, 3 saksi dari PT TPL 

memberikan kesaksian yang berbeda, tetapi hal tersebut tidak menjadi 

pertimbangan hakim, Jahotman tetap dinyatakan bersalah. 

 

Maraknya konflik dan munculnya pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), kasus ini 

sempat menjadi perhatian publik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat 
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setempat dan sejumlah lembaga sipil, upaya penyelesaian bagi kasus tersebut sampai 

saat ini belum menemukan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa pihak PT Toba Pulp Lestari secara hukum positif memiliki izin legal 

dari pemeintah, sedangkan masyarakat tentunya memiliki dasar hukum adat dalam 

mengukuhkan klaim mereka. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sebagian besar dari 

mereka masih menerapkan hukum adat dalam tata kelola dan tata ruang wilayah 

mereka. 

 

 

Gambar 3. Penebangan hutan kemenyan milik masyarakat adat Pandumuan Sipituhuta 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Fakta|2015 

 
 

PT Adindo Hutani Lestari 

  

1. Gambaran Umum 

PT Adindo Hutani Lestari merupakan anak perusahaan PT Adindo Foresta Indonesia 
Tbk yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1990 berdasarkan Akta nomor 19 yang 
dibuat dihadapan Notaris DR Haji Erwal Gewang, S.H dan telah mendapatkan 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 
No.C2‐3956.HT.01.01.Th90 tanggal 7 Juli 1990, serta telah diumumkan dalam Berita 
Negara Repubik Indonesia N0.75 Tambahan N0.3415, tanggal 18 September 1990. 
 
Dalam rangka melaksanakan kegiatannya, pada tahun 1995 Adindo Foresta Indonesia 
Tbk bekerjasama dengan PT Inhutani I (Persero) salah satu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) di bidang pengusahaan kehutanan, membentuk anak perusahaan PT Adindo 
Hutani Lestari (PT AHL). PT AHL bergerak dalam bidang pengusahaan kehutanan 
dengan komposisi kepemilikan saham, 60% saham milik Perseroan, dan 40% saham 
milik PT Inhutani I (Persero). Namun sejak tanggal 3 Desember 2010, Perseroan telah 
melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya dalam PT Adindo Hutani Lestari, 
disebabkan adanya keterbatasan dana yang dimiliki Perseroan untuk pengembangan 
investasi tersebut.  
 
PT Adindo Hutani Lestari adalah pemilik Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK) melalui SK Menteri Kehutanan No. SK 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 
1996 Luas 201.821 Ha Adendum SK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan No. 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Luas 191.486,90 Ha, yang 
berlokasi meliputi Kabupaten Malinau, Nunukan, Bulungan dan Tana Tidung, Provinsi 
Kalimantan Utara. Melalui SK Menhut No. 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 
jangka waktu izn PT. Adindo Hutani Lestari selama 43 tahun terhitung dari tanggal 16 
Juni 1992 sampai 15 Juni 2034.  
  
Selaku HTI aktif, PT Adindo Hutani Lestari telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (PHPL) dari PT. Sarbi International Certification pada tangal 21 
Oktober 2013 yang berlaku hingga 20 Oktober 2018. Berdasarkan penilaian kinerja 
PHPL, PT Adindo Hutani Lestari mendapatkan nilai akhir kinerja PHPL “Baik” dengan 
total kinerja indikator mencapai 91%.  
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Tabel 2. Temuan Ketidaksesuaian dalam Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

No Temuan 
Keterkaitan item keluhan 
dengan indikator/verifier 

Hasil Penilaian/Penilikan 
yang telah dilakukan sblm 

keluhan 

a Masih terjadi penggarapan 
lahan gambut di kedalaman 
4 meter 

Keluhan (a) terkait dengan 
indikator (3.1) Keberadaan, 
kemantapan dan kondisi kawasan 
dilindungi pada setiap tipe hutan  

Hasil penilaian verfier (3.1) 
baik 
 

b Terdapat pengrusakan 
sempadan sungai yang 
mengakibatkan 
menurunnya kualitas air 

Keluhan (b) terkait dengan 
indikator (3.3) Pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air akibat pengusahaan 
hutan  

Hasil penilaian verfier (3.3) 
sedang 
 

c Tidak teridentifikasi daerah 
yang menjadi tempat 
berlindungnya satwa, 
karena semua lahan telah 
dikonversi 

Keluhan (c) terkait dengan 
indikator (3.5) Pengelolaan flora 
untuk :  
a. Luasan tertentu dari hutan 
produksi yang tidak terganggu dan 
bagian yg tidak rusak  

Hasil penilaian verfier (3.5) 
baik 
 

d Tidak adanya pemetaan 
wilayah secara partisipatif 
yang melibatkan 
masyarakat sekitar hutan 

Keluhan (d) terkait dengan 
indikator (4.1) Kejelasan deliniasi 
kawasan operasional perusahaan / 
pemegang izin dengan kawasan 
masyarakat hukum adat dan atau 
masyarakat  
setempat 

Hasil penilaian verfier (4.1) 
baik 
 

 
 

 
Gambar 1. Penebangan Hutan Alam 
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Merupakan suatu hal yang kontradiktif terhadap komitmen APRIL pada SFMP 2.0 

dengan masih beroperasinya PT Adindo Hutani Lestari sebagai salah satu anak 

perusahaan RAPP yang sampai saat ini masih melakukan aktifitas pengrusakan lahan 

gambut, bahkan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan melakukan konversi 

hutan alam untuk kebutuhan pasokan bahan baku industri pulp dan kertas PT RAPP. 

Dengan demikian, komitmen manis yang dinyatakan oleh APRIL sebagai induk 

perusahaan secara nyata hanya sebagai bentuk kebohongan kepada publik dan 

pencitraan terhadap pasar, agar produk mereka laris dipasar dunia. 

 

 
Gambar 2. Pengrusakan lahan gambut 

 
PT Mohtra Agung Persada 
 
Latar Belakang 
Maluku Utara merupakan provinsi yang terletak di timur Indonesia, dan secara ekologi 
merupakan bagian dari lanskap wallacea yang terkenal dengan kekayaan 
keanekaragaman hayatinya. Provinsi ini terdiri adri 1474 pulau. Terdiri dari 4 pulau 
besar dan sisanya adalah pulau-pulau kecil. Hal Ini memperlihatkan bahwa provinsi 
Maluku utara adalah wilayah kepulauan dengan pulau terbesar Halmahera sebagai 
pulau utama. 

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang masih banyak memiliki 
tutupan hutan yang cukup luas. Sampai dengan tahun 2013, tercatat seluas 1.6 juta ha 
daratan di Maluku Utara masih berupa Hutan Alam. Dan 514.000 atau 32% ha dari luas 
hutan alam tersebut berada di pulau-pulau kecil.  

Provinsi Maluku utara adalah provinsi yang kaya akan sumberdaya hutan namun tidak 
lapas dari ancaman hilangnya tutupan hutan di provinsi tersebut. Hal ini dikarenakan 
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semakin banyaknya kegiatan investasi berbasis lahan yang dapat mengancam 
keberadaan hutan alam di Maluku Utara. Hingga tahun 2013 tercatat ada sekitar 1.1 juta 
ha konsesi pertambangan, 540.000 ha IUPHHK-HA, dan 66.000 IUPHHK-HT . 

Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, data Kementerian Kehutanan tidak 
menunjukkan adanya produksi kayu bulat di Maluku utara (0 m kubik). Namun fakta 
dilapangan banyak ditemukan kayu-kayu illegal yang diduga kuat berasal dari hutan 
alam. Dari tahun 2007-2015 terdapat sedikitnya 10 kasus illegal logging yang berhasil 
terungkap di media massa, baik skala lokal maupun nasional. Sumber utama Kayu-kayu 
ini diindikasikan kuat berasal dari hasil land clearing baik itu perkebunan ataupun 
tambang yang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).  

PT. Mohtra Agung Persada adalah sebuah perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan 
kayu hutan alam berdasarkan SK. 400/Menhut‐II/06 tanggal 19 Juli 2006. Dalam 
praktek pemanfaatan kayu, PT. Mohtra Agung Persada diindikasi belum mendapatkan 
Sertifikat untuk Sistem Verivikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Lembaga sertivikasi. 
Namun, fakta dilapangan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. 
Mohtra Agung Persada dalam melaksanakan prinsip legalitas kayu pada area IUPHHK-
HA. Beberapa indikasi yang muncul seperti: penebangan di luar area konsesi, penerapan 
sistim lacak balak, penggelapan laporan hasil produksi, dan lain sebagainya. 

Dari kondisi diatas, FWI/JPIK menilai sangat penting melakukan pemantauan 
peredaran kayu di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk mengungkap 
praktek-praktek perdagangan kayu illegal yang selama ini terjadi di Maluku Utara. 
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas 
Kayu (SVLK) agar mampu menghasilkan kayu-kayu yang legal yang bersumber dari 
kegiatan-kegiatan usaha kehutanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan terhadap 
lingkungan sekitar. 
 
 
Hasil dan Capaian 
a. Gambaran Umum Aktifitas PT. Mohtra Agung Persada 

Area konsesi PT. Mohtra Agung Persada ini berada di Dote (Kec. Weda Timur) dan 
desa Sibenpopo (Kec. Patani Barat) Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku 
Utara. Berdasarkan data tutupan hutan FWI, pada tahun 2013, 81% atau 41.613 
haarea konsesi PT. MAP masih berupa hutan alam dari total luasan area konsesi 
seluas 50.923 ha. PT MAP adalah perusahaan IUPHHK-HA yang telah mendapatkan 
izin dari dari Kementerian Kehutanan dengan No. SK.400/Menhut-II/2006 tanggal 
19 Juli 2006. Luas konsesi yang dimiliki seluas 50.940 ha dengan Jangka waktu izin 
19 Juli 2006 – 18 Juli 2051.  
 
Menurut keterangan masyarakat, PT. MAP masuk pada tahun 2007 ketika 
perusahan menurunkan alat beratnya. Dari tahun 2007 sampai 2010 tidak ada 
aktifitas perusahan. Sejak tahun 2010 tidak terdapat aktifitas perusahaan. PT. MAP 
beraktifitas kembali pada tahun 2014 sampai dengan sekarang.sampai dengan 
september 2015 perusahan sudah melakukan 6 kali pemuatan kayu log. 
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 Gambar 1. Peta Lokasi PT. Mohtra Agung Persada dan lokasi batas konsesi 
 
b. Pemenuhan Sistem Prosedur Penebangan Yang Sah 

PT. MAP telah memiliki RKT berdasarkan SK 522.1/Kpts/45/2015 tanggal 15 maret 
2015 jo SK No. 522.1/Kpts/103/2015 tanggal 7 september 2015. Dari data yang ada, 
tercatat bahwa 66.010 ribu batang kayu atau 175.273,33 meter kubik menjadi target 
RKT PT. MAP pada tahun 2015-2016. Target RKT tersebut merupakan kelompok 
kayu jenis meranti, rimba campuran, dan kayu indah. 
 

c. Distribusi Kayu Bulat 
Kayu Bulat yang berasal dari Area Konsesi PT. Mohtra Agung Persada, diangkut 
dengan tujuan ke Palopo dan Gresik. Selain itu, juga terdapatpemuatan kayu oleh 
perusahaan lain yang berasal dari area PT. MAP dengan tujuan ke wilayah Buru, 
Kuala Kapuas, Palopo, Surabaya, Gresik, Banda Luwu, Tidore, Lampung, dan Tanjung 
Priok. PT. MAP sampai saat ini tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Perusahaan-
perusahaan ini, diindikasi kuat merupakan bagian dari kedok PT. MAP dalam 
memanen kayu di wilayah Halmahera Tengah. Gambar di bawah ini merupakan 
SKSB yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Kabupaten Halteng terkait Kayu yang 
keluar dari area konsesi PT. MAP.  
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Gambar 1. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) PT. Mohtra Agung Persada 
 
Berdasarkan data Sahbandar dan SKSB. Terdapat beberapa kali pemuatan kayu bulat 

yang berasal dari Produksi IPK Tani Padedele dan IPK Tani Dote Baru dengan tujuan 

berdasarkan tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Data Angkut Kayu Bulat dari Area Konsesi PT. Mohtra Agung Persada 
Jenis Kapal Jenis Kayu Jumlah 

(Batang) 
Volume 

(M3) 
Pelabuhan Tujuan Tanggal Penerbitan 

TB. Nelly 11 
TK. Nelly 26 

Kel. Meranti 
Kel. Campuran 

418 
473 

1.570,14 
1.767,54 

Desa Barowa, Kec. Bua, 
Luwu, Sulsel 

09 Mei 2015 

TB. Puma KJ 
TK. Puma 99 

Kel. Meranti 
Kel. Campuran 

349 
500 

1.271,54 
1.848,57 

Gresik 6 Januari 2015 

TB. Puma 33 
TK. Puma 66 

Kel. Meranti 
Kel. Campuran 
Kel. Merbau 

336 
382 
83 

1.087,93 
1.210.97 
2.614,57 

Gresik 30 Juni 2015 

 
Dari Dokumen SKSB tercatat bahwa tujuan pengangkutan kayu salah satunya ialah Izin 
Usaha Primer PT. Panca Usaha Palopo Plywood (PUPP). PT. PUPP merupakan IUP yang 
telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu dari lembaga sertifikasi PT. Mutuagung 
Lestari. Dengan adanya temuan ini menunjukkan bahwa PT. MAP dan PT. PUPP telah 
melakukan kegiatan illegal terkait perdagangan kayu bulat. 
 
PT Panca Usaha Palopo Plywood (PUPP) merupakan perusahaan yang memilki izin 
IUIPHHK berdasarkan SK.3829/Menhut-VI/BPPHH/2006, S.249/BPPHH.1/2011, 
SK.276/Menhut-II/2013, dan SK.356/Menhut-II/2013, serta izin IUI yang mengacu 
pada SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 406/T/Industri/2007. 
Lingkup usaha PT PUPP meliputi Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan IUI Lanjutan 
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yang tersebar di 4 lokasi di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu, Toraja, Luwu Timur, dan 
Bulukumba.  
 
PT PUPP mendapat S-LK dikeluarkan PT Mutuagung Lestari berlaku dari 29 November 
2014 hingga 28 November 2017 dengan nomor sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-031. 
Kapasitas produksi masing-masing unit meliputi; unit Luwu dengan produk kayu lapis, 
veneer, dan kayu gergajian sebesar 172.810 m3/tahun; unit Toraja dengan produk kayu 
gergajian dan veneer sebesar 40.000 m3/tahun, unit Luwu Timur dan Bulukumba 
dengan produk veneer sebesar 10.000 m3/tahun dan 30.000 m3/tahun.  
 
Selain itu, disekitar konsesi PT. MAP juga banyak terdapat area IPK yang terindikasi 
kuat belum memiliki SVLK namun telah melakukan perdagangan kayu bulat. Tabel 2 
merupakan data yang didapatkan dari sahbandar terkait kapal-kapal yang mengangkut 
kayu dari aktifitas IPK yang berada di desa Dote, kecamatan Weda Utara, Halmahera 
Tengah. 
 
Tabel 1. Kegiatan Pemuatan Kayu yang Berasal dari Desa Dote, Kecamatan Weda Utara, 
Halmahera Tengah 

Nama Kapal Bulan-Tahun Pelabuhan Tujuan Jenis 
Barang/Hewan 

Volume Barang Lokasi 
Pemuatan 

TB. Sealink Mas 
TK. Sealink Pasifik 102 

05 Februari 2009 Pulau Buru Kayu Bulat 1.834 ton/M3 Desa Dote 

TB. KK-4 
TK. UIRGO -178 

13 Februari 2009 Kuala Kapuas Kayu Bulat 4.301 ton/M3 Desa Dote 

TB. Sumber – UIII 
TK. Noah – 13 

10 Oktober 2009 Palopo Kayu Bulat 3.303 ton/M3 Desa Dote 

TB. Pacsaco - 07  
TK. SPL – 7 

19 Maret 2010 Palopo Kayu Bulat 3.021 ton/M3 Desa Dote 

TB. Putra Wijaya 
TK. Putra Bahari 

12 Desember 2010 Palopo Kayu Bulat 2.321 ton/M3 Desa Dote 

TB. Putra Wijaya  
TK. Putra Bahari 

01 Juli 2011 Palopo  Kayu Bulat 2.302 ton/M3 Desa Dote 

TB. Sumber – UIII 
TK. Nelly - II  

25 Januari 2012 Palopo  Kayu Bulat 2.667 ton/M3 Desa Dote 

TB. Brani Jaya – X 
TK. Soluna – 6 

20 Juni 2012 Surabaya Kayu Bulat 2.380 ton/M3 Desa Dote 

TB. Sumber – VIII 
TK. Nelly - II 

24 Januari 2013 Palopo Kayu Bulat 1.140 ton/M3 Desa Dote 

TB. Putra Wijaya 
TK. Putri Bahari 

27 Juli 2013 Surabaya – Pel. 
Gresik 

Kayu Bulat 2.488 ton/M3 Desa Dote 

TB. Nelly – 17 
TK. Noah – VII 

13 Januari 2014 Palopo Kayu Bulat 2.636 ton/M3 Desa Dote 

TB. Puma – 12 
TK. Puma – 53 

02 April 2014 Surabaya Kayu Bulat  906 ton/M3 Desa Dote 

TB. Puma – II  
TK. Puma – 77 

28 Agustus 2014 Surabaya Kayu Bulat 2.769 ton/M3 Desa Dote 

 
Kayu bulat yang keluar dari Halmahera Tengah, juga banyak yang memiliki asal kayu 
yang tidak jelas. Berikut adalah daftar muatan kayu yang tidak jelas asal muatannya. 
 
Tabel 2. Distribusi Kayu Bulat yang Tidak Jelas Lokasi Pemuatanya 

Nama Kapal Bulan-Tahun Pelabuhan Tujuan Jenis 
Barang/Hewan 

Volume Barang Lokasi 
Pemuatan 

TB. Putra Wijaya 
TK. Nelly – II 

16 Juli 2009 Palopo Kayu Bulat 3.143 ton/M3 - 

TB. Armada – II 
TK. Samudra Indonesia - 77 

02 Desember 2009 Gresik Kayu Bulat 1.581 ton - 

TB. Putri Wijaya 
TK. Putri Bahari 

17 Desember 2009 Palopo Kayu Bulat 1.409 ton/M3 - 



Lembar Fakta|2015 

 
TB. Nelly – II 
TK. Nelly 26 

04 Januari 2010 Banda Luwu Kayu Bulat 3.360 ton/M3 - 

TB. Putra Setia 
TK. Nelly – II 

26 Januari 2010 Palopo Kayu Bulat 3.057 ton/M3 - 

TB. ZFT – I 
TK. Supreme – I 

23 Februari 2010 Tidore Kayu Bulat 269 ton/M3 -  

TB. Dimaz Arianto 
TK. Lintas Sejahter  

18 Mei 2010 Lampung  Kayu Bulat 4.313 ton/M3 - 

KM Sentosa 23 Desember 2010 Surabaya dan 
Tanjung Priok 

Kayu Bulat 2.243 M3 - 

TB. Sumber – VIII 
TK. Putri Bahari  

06 November 2013 Palopo Kayu Bulat 3.157 ton/M3 - 

TB. Sumber - VI 
TK. Nelly – II 

24 November 2013 Palopo Kayu Bulat 3.197 ton/M3 - 

TB. Nelly – II 
TK. Nelly – 26 

03 Februari 2014 Palopo Kayu Bulat 3.196 ton/M3 - 

TB. Fajar Jaya 
TK. Kencana – VII 

06 Mei 2014 Palopo  Kayu Bulat  3.505 ton/M3 - 

TB. Delta – VI 18 Desember 2015 Palopo Kayu Bulat 2.653 ton/M3 - 

TB. Puma 56 
TK. Puma 78 

01 Maret 2015 Gresik Kayu Bulat 1.012 ton/M3 - 

KM. Beverly 16 Maret 2015 Gresik Kayu log 2.278 M3 - 

TB. Puma KJ 
TK. Puma 99 

22 Juni 2015 Gresik Kayu Bulat 1.250 ton/M3 - 

TB. Puma 33 
TK. Puma 66 

01 Juli 2015 Gresik Kayu Bulat 2.614 ton/M3 - 

 
Sumber kayu yang berasal dari area konsesi PT. Mohtra Agung Persada sendiri tercatat 
telah terjadi beberapa kali pemuatan kayu bulat dengan berbagai macam tujuan angkut. 
Berikut adalah data terkait pemuatan kayu bulat yang berasal dari PT. Mohtra Agung 
Persada 
 
Identitas Kayu Bulat 
Dalam prosedur angkut kayu bulat. Terdapat beberapa pelanggaran dimana pada fisik 
kayu bulat tidak tertera idenditas kayu yang dapat menjelaskan asal usul kayu tersebut. 
Pada fisik kayu, juga tidak terdapat tanda V-legal yang menerangkan bahwa kayu-kayu 
tersebut telah bersertifikat terkait legalitasnya. Berikut adalah Foto-Foto terkait 
identitas kayu bulat. 
 

 



Lembar Fakta|2015 

 

Gambar 2. Tumpukan Kayu Bulat pada TPK PT, Mohtra Agung Persada yang tidak ada 
Identitasnya. 

 
Gambar 3. Tumpukan Kayu Bulat pada TPK PT. Mohtra Agung Persada yang tidak Jelas 

Identitasnya 
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Lampiran : Peta Tutupan Hutan tahun 2013 pada area konsesi PT. Mohtra Agung 
Persada

 
 

 


